PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 10 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaykepada
masyarakat dan pembangunan, desa berdasarkan kgaenga
dapat mengadakan kerja sama antar desa atau deihg&rketiga
sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Na@édmahun
2001 tentang Kerjasama Antar Desa dipandang stdksh sesuai
perkembangan keadaan dan ketentuan atau peraterandpng-
undangan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan PetaérNomor
72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 85, pemetapkan
Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaladach
huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Datzatang
Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsta
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undadgrg
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undantpr
15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabuimmarah
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalanghumgan
Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupategah nama
Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesiaufah951
Nomor 101);



. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahOd Rbmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesimadxo
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraemgan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubibdna
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 4844),

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentaeget®pan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 3,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten avdDjamur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentanga De
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nobh8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB&®r )4

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor wuif&®©07
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pentegimt®esa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 20&max 1
Seri D);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2@®ifang
Kerjasama Desa;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 m&07
tentang Badan Permusyarawatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 &7
tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaiton
Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA [HA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat baebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PeatbBgerah.

5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur gb@tan
Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merhdilas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dangumes
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hkkuashdan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormalandasistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusaaripeman
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dadesa
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat satemp
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesaRegublik
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatdebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kagiata
Pemerintahan Desa.

10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya daimgngan
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan desiokr
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagair uns
penyelenggara Pemerintahan Desa.

11.Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatamanb&rantar
desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidangrip¢aman,
pembangunan dan kemasyarakatan.

12.Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan peyamnadi luar
pemerintahan desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selgajdisingkat
APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Dmsg Yy

ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup kerjasama desa meliputi :
a. kerjasama antar desa; dan
b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada Bydilgkukan
sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan/perateramdang-

undangan.
Pasal 3

(1) Kerjasama antar desa meliputi bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukdam
bidang :
a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d

. sosial budaya;



e. ketentraman dan ketertiban;

f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepaa gu
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

g. tenaga kerja;

h. pekerjaan umum;

I. batas desa; dan

J. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 4

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara :
a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan

b. desa dengan desa di lain kecamatan dalam 1 (sa&rab

Pasal 5

(1) Apabila desa dengan desa di lain kabupaten mengadak
kerjasama, maka harus mengikuti ketentuan kerjasamtar
daerah.

(2) Dalam hal kerjasama antar daerah sebagaimana dichgiada
ayat (1), mengatur tindak lanjut kerjasama antarsade

pengaturannya mendasarkan pada Peraturan Daerah ini

BAB Il

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan dasandangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

(1) Kerjasama desa bertujuan untuk meningkatkan kesegsn
bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
(2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayagr@)eintasi

pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalamanssat



BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan petaiesim desa
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa

(2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan
penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.

(3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa akepad
masyarakat melalui BPD dan laporan pelaksanaaadarja desa
kepada Bupati melalui camat serta menginformasiarkepada

masyarakat desa.

Pasal 9

(1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan agspir
masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dagk ofang
dikerjasamakan.

(2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasiif akt
masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai tdhap

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kerjasama dekapala Desa dan BPD

mempunyai kewajiban :

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pdniga
keputusan;

d. memberdayakan masyarakat desa; dan

e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan meétestari

lingkungan hidup.



Pasal 11

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempkenajiban :

a. memberdayakan masyarakat lokal;

b. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan analsgt; dan
c. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakarmgaden

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 12

(1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan PeraturasarBa
Kepala Desa.

(2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dituangkan dBkjanjian
Kerjasama.

(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimp&dacayat
(1) dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimakasda ayat (2)
ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan BPDngiassing
desa, dan kemudian dilaporkan kepada Bupati mel@hinat

terkait.
BAB VI

PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 13

(1) Untuk pelaksanaan kerjasama desa dapat dibentukanBad
Kerjasama yang beranggotakan unsur :
a. pemerintah desa;
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan desa; dan
d. tokoh masyarakat.

(2) Jumlah dan susunan anggota Badan Kerjasama dis&suai
kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjaa,sam

pembiayaan dan kompleksitas kegiatan.



(3) Badan kerjasama mempunyai tugas :
a. melaksanakan Peraturan Bersama atau Perjanjiaa Kama;
dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepadangnasi
masing Kepala Desa dengan tembusan masing-masing BP
(4) Pembentukan Badan Kerjasama ditetapkan dengan ksgwut

Bersama atau Perjanjian Kerja sama.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 14

(1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam rapat muayadesa
dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.

(2) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagalmeaiasud
pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atdukeitiga yang
akan melakukan kerjasama desa.

(3) Pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimanaudinpakia
ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit :

a. ruang lingkup kerjasama;

b. bidang kerjasama,;

c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. jangka waktu;

e. hak dan kewajiban;

f. pembiayaan; dan

g. penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 15

(1) Jangka waktu kerjasama desa ditentukan sesuai Utebutdan

kesepakatan.



(2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukajuan kerja
sama belum tercapai maka kerjasama desa dapatpalijeng
sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

(3) Penentuan jangka waktu kerjasama desa sebagainraa&sdd
pada ayat (1) memperhatikan saran damat selaku pembina

dan pengawas kerjasama desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Kerjasama desa yang membebani masyarakat dan desss
mendapatkan persetujuan masing-masing BPD.

(2) Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebardaad&k
pihak yang melakukan kerjasama dan anggarannyaatikan

pada APBDes masing-masing desa.

BAB X

HASIL USAHA

Pasal 17

(1) Hasil usaha kerja sama desa yang berupa uang riiesetke Kas
Desa dan dikelola melalui APBDes.
(2) Hasil usaha kerja sama desa selain uang, menjadiy&an

masing-masing desa dan dicatat dalam register fansdesa.

BAB Xl

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 18

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa dilaksansd@ara
musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatk@nbagai
pihak yang terikat dalam kerjasama desa.
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Pasal 19

Perubahan dan pembatalan kerjasama desa dapaikdia&pabila :
a. terjadi situasforce majeur; atau
b. atas permintaaan salah satu pihak atau kedua jpiblalk

Pasal 20

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

a. salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggaplakatan;

b. kerjasama desa Dbertentangan dengan ketentuanfperatu
perundang-undangan yang lebih tinggi; atau

c. merugikan masyarakat.
BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaanakama desa
maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui musyawanduk
mencapai mufakat.

(2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam 1 (satgmetan,
difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(3) Perselisihan kerjasama antar desa di lain kecandalam 1 (satu)
kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Canyaing
bersangkutan atau Bupati.

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksudagatiél) dan
(2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan letréinal.

Pasal 22

(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketigailddsi dan
diselesaikan oleh Camat atau Bupati.
(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud gzada(l)

dilakukan secara adil dan tidak memihak.
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(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanakdid pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil, maka penwgg@sperselisihan
dilakukan melalui lembaga arbitrase atau lembageadilan.

BAB XiIlI

FORCE MAJEUR

Pasal 23

(1) Force majeur adalah suatu keadaan memaksa diluar

kehendak/kuasa manusia, yang meliputi :

a. bencana alam;

b. kekacauan akibat peperangan atau huru hara; atau
c. kebijakan pemerintah.

(2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada @hatmaka
kerjasama dapat batal atau dibatalkan oleh sakahpsiaak atau
kedua belah pihak.

(3) Segala akibat hukum kerjasama menjadi tanggung bjapara
pihak secara proporsional

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi ssatalan
kerjasama desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaim
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kegagesa,;
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasaraa des
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaars&mga

desa; dan

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi ksalaaan

kerjasama desa.
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(3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebhagaim
dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Carabputi :
a. memfasilitasi kerjasama desa;
b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi ksalaaan
kerjasama desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pengaturan kerjasama desa yang telah ada wajibudikan dengan
Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bukigakssaat mulai
berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah inkanferaturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 200tang Kerja
sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KulogoPfahun
2001 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidetaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah
Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 13 Juni 2008
BUPATI KULON PROGO,

Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO
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Diundangkan di Wates
padatanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Caplttd
SO IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E
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Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Peavaliakyat Daerah

Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . 2/PB/DPRD/2008
2/PB/V1/2008
Tanggal : 13 Juni 2008
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturaralb&&bupaten

Kulon Progo tentang :

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa
Lainnya;

2. Badan Usaha Milik Desa;

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

4. Kerjasama Desa.



15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 10 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rtgnBemerintahan
Daerah pada Pasal 214 dan Peraturan PemerintalorNéZnTahun 2005 tentang
Desa pada Pasal 85 ayat (2), maka dalam upaya ghkatian kelancaran pelayanan
kepada masyarakat dan pembangunan, desa berdadeski@mangannya dapat
mengadakan kerjasama antar desa atau dengan pétala ksesuai kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan ted@biblu meminta persetujuan
masing-masing BPD.

Untuk memudahkan pelaksanaan kerjasama desa, dibpatuk Badan Kerja
sama yang beranggotakan perangkat desa, masydeakatasing-masing pihak yang
melakukan kerja sama. Badan Kerja sama mempungas tsebagai pelaksana kerja
sama desa dan mempunyai kewajiban melaporkan yasiépada Kepala Desa.

Jika dalam perjalanan kerjasama antar desa dimadkgadi perselisihan, maka
upaya penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemeridalerah secara berjenjang dan
keputusannya bersifat final. Perselisihan yangdemntara desa dengan pihak ketiga
dalam bentuk perjanjian kerja sama, setelah upaygyawarah melalui mediasi oleh
Camat terkait atau Bupati tidak dapat mencapai kafanaka upaya terakhir yang
dapat ditempuh oleh para pihak adalah melalui lg@abarbitrase atau lembaga
peradilan.

Pengawasan kerjasama antar desa dan/atau dengérkptlga, dilakukan oleh
pemerintah atasan dalam bentuk adanya kewajibampordan bagi desa yang
melakukan kerja sama yang disampaikan oleh Perabribésa kepada pejabat yang
berwenang sesuai hirarkinya, dengan harapan ddak thelampaui kewenangan
yang dimilikinya, sehingga dapat meminimalisir kergkinan terjadinya tumpang
tindih (overlapping) kewenangan dan kemungkinan terjadinya konflik atau
perselisihan diantara para pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permetapgkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tentang Kerjasama Desa.



. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
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Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara pesg&n suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasapkala kesepakatan
tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

0000000000



